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ABSTRAK

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jangka waktu tertentu tentang masalah penuntutan, dapat menjadi daluwarsa menurut undang-undang. 
Ketentuan dalam pasal 78 KUHP sebenarnya mengatur daluwarsa hak penuntutan pidana, tetapi perlu juga dihubungkan dengan hak menjalankan hukuman. Waktu gugurnya hak untuk menjalankan hukuman lebih lama daripada gugurnya hak penuntutan pidana karena kesalahan terdakwa sudah pasti.
Tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur pasal 263 KUHP itu sesungguhnya merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja hingga untuk menyatakan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat itu terbukti maka jaksa penuntut umum dan hakim harus membuktikan adanya kehendak para terdakwa untuk berbuat secara palsu atau memalsukan surat. Adanya maksud para terdakwa untuk menggunakan sendiri surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat yang telah ia buat secara palsu, disyaratkan adanya pengetahuan para terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu dapat menimbulkan kerugian.
ABSRACT

Book of the Law Criminal Law (KUHP) has set a certain period of time on the subject of prosecution, can be expired by law. 

 
The provisions in Article 78 KUHP actually set expiration rights of criminal prosecution, but should also be linked with the right to enforce penalties. Time of death of the right to run a longer sentence than the death of a criminal prosecution the right of the defendant in error for sure. 

The offenses of counterfeiting as governed by Article 263 KUHP was in fact a criminal act that should be done deliberately up to declare a person charged with the crime of forgery was proven, the public prosecutor and the judge had to prove the defendant's will to act falsely or falsify letter. The existence of the defendant's intent to use the letter as a letter of their own genuine and not faked or to make others use a letter that he created artificially, required the presence of the defendant's knowledge of the use of the letter that he had made false or that it is fake it can cause loss.
BAB II
KERANGKA TEORITIS 
A. Pengertian  Daluwarsa
 Daluwarsa adalah hapusnya sesuatu karena termakan waktu yang lama, tenggang waktu daluwarsa adalah lamanya waktu yang ditentukan yaitu sejak itu dipandang ada sampai tidak ada lagi atau dihapuskan. Sebenarnya tenggang waktu daluwarsanya hak penuntutan merupakan suatu jangka waktu tertentu yang ditentukan dimana hak penuntutannya ditentukan hapus. Alasan untuk penghapusan hak penuntutan terjadi karena belum dapatnya dilaksanakan hak penuntutan selama tenggang waktu tertentu sebab tindak pidana tersebut belum diketahui oleh penyidik ataupun sudah diketahui tetapi pelakunya melarikan diri. Bila telah ada tindakan penuntutan yang diketahui oleh tersangka atau telah diberitahukan kepadanya sesuai dengan cara-cara yang ditentukan dalam perundang-undangan tetapi selama jangka waktu yang ditentukan perkara tersebut tidak diajukan untuk diperiksa oleh pengadilan maka setelah tenggang waktu itu hak penuntutan juga ditentukan hapus tindakan penuntutan, maksudnya adalah tindakan-tindakan yang dilakukan penuntut umum yang berwenang melakukan penuntutan.
 Bila kita perhatikan rumusan pasal 80 KUHP, menyatakan :

a. Tiap-tiap perbuatan penuntutan mencegah daluwarsa (lewat waktu) asal saja perbuatan itu diketahui oleh yang dituntut atau diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang umum.

b. Sesudah dihentikan itu maka mulailah tempo daluwarsa atau lampau waktu yang baru. Dari ketentuan tersebut diatas bahwa tindakan-tindakan penuntutan, menghentikan daluwarsa dengan syarat bahwa tersangka mengetahui atau diberitahukan dengan cara yang ditentukan dalam perundang-undangan tentang adanya tindakan penuntutan itu.

B. Dasar Hukum Daluwarsanya Hak Penuntutan

 Prinsip-prinsip dasar hukum pidana dan sistem peradilan hukum pidana sejak dahulu hingga sekarang terus tumbuh sebagai bidang ilmu yang selalu mendapat sorotan yang tajam, berhubung dengan perkembangan keadaan yang terjadi sebagai akibat dari perubahan masyarakat dan pengaruh sosial, ekonomi dan lain-lain.

 Suatu ciri negara hukum sebenarnya terletak pada bagaimana pelaksanaan dalam mengatur kehidupan negara, dimana para penguasa negara dalam menjalankan tugas-tugas diberikan batasan oleh hukum dengan maksud utama untuk mendapatkan jaminan terselenggaranya kepentingan rakyat banyak. Dengan demikian setiap penguasa negara dan setiap orang lainnya dalam tindakannya harus sesuai dengan hukum. Konsekuensi dari hal tersebut diatas bahwa segala kewenangan dan tindakan yang ada dapat dikembalikan pada dasarnya yaitu hukum dan sifat hukum yang mewujudkan jaminan hak asasi dan pengaturan bagi kepentingan rakyat.

 Hukum sebagai sarana penegak ketertiban perlu lebih ditingkatkan, jika tidak demikian ketertiban dan kepastian hukum dalam hidup bermasyarakat yang teratur tidak mungkin terselenggara. Ketertiban umum merupakan prasyarat bagi segala usaha dan kegiatan masyarakat. Landasan dasar yang perlu dimantapkan dapat diletakkan pada berbagai instansi yang berfungsi dalam pemeliharaan dan ketertiban umum serta pemberantasan kejahatan.

 Dalam penerapan hukum pidana tersimpul ketentuan bahwa tuntutan hukum pidana dapat diajukan berdasarkan perbuatan pidana yang tegas diatur dalam peraturan hukum pidana dan perbuatan pidana yang tidak tegas diatur dalam peraturan hukum pidana, meskipun dengan tegas diatur dalam peraturan hukum pidana tetapi tidak selalu dipidana dan dilepas dari tuntutan hukum pidana karena pertimbangan hukum yang dibenarkan oleh pendapat masyarakat ataupun dukungan ilmu pengetahuan.

 Pasal 78 KUHP menyatakan hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktu : 1)
a. Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa :

1.
Sesudah lewat satu tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan ;

2.
Sesudah lewat enam tahun, bagi kejahatan yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun ;

3.
Sesudah lewat dua belas tahun, bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari tiga tahun ;

4.
Sesudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang terancam dihukum mati atau penjara seumur hidup

b. Bagi orang, yang sebelum melakukan perbuatan itu umurnya belum cukup 18 tahun maka tempo gugur waktu yang tersebut diatas dikurangi sehingga jadi sepertiganya.

 Bila kita memperhatikan ketentuan pasal tersebut diatas, kita harus pula mengetahui mengapa masalah daluwarsa ini dimasukkan didalam KUHP kita. Masalah daluwarsa dalam penuntutan biasanya didasarkan pada alasan dengan lampaunya waktu yang panjang tersebut memperlemah ingatan mengenai pelanggaran yang terjadi, disamping itu mempersulit pembuktian dan memperkecil kemungkinan untuk berhasil didalam suatu penuntutan.

 Untuk itulah maka KUHP kita telah menetapkan jangka waktu tertentu dimana masalah penuntutan menjadi daluwarsa menurut undang-undang. Untuk perbuatan-perbuatan pidana yang terjadi secara terus-menerus, maka terhadap perbuatan-perbuatan yang terjadi sebelum jangka waktu daluwarsa tidak ikut dihitung. Harus diperkirakan terjadinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam jangka waktu tersebut. Dari ketentuan pasal 78 sebenarnya mengatur tentang daluwarsa hak penuntutan pidana, disini perlu juga dihubungkan dengan daluwarsa mengenai hak menjalankan hukuman, waktu menjalankan hukuman umumnya lebih lama daripada gugurnya hak penuntutan pidana karena kesalahan terdakwa sudah lebih pasti.

 Dasar dari daluwarsanya hak penuntutan adalah semakin kaburnya kebutuhan untuk terus-menerus mengejar atau menuntut tersangka karena terlalu lamanya perbuatan pidana itu dan ingatan manusia terhadap perbuatan itu juga semakin menipis serta sukarnya menemukan alat bukti terhadap perbuatan pidana tersebut. bila diperhatikan tenggang waktu daluwarsa yang ditentukan dalam pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penentuan lamanya tenggang waktu itu erat kaitannya dengan berat atau ringannya tindak pidana itu dengan ingatan manusia.

 Dalam hal suatu kejahatan tersebut dihubungkan dengan perasaan keadilan masyarakat tersebut. Maksudnya bila seseorang menjauhkan diri dari masyarakat beberapa tahun termasuk menghindarkan diri dari aparat penyidik atau penuntut umum dapat timbul anggapan bahwa masyarakat tersebut akan memaafkan kejadian tersebut bila tersangka itu kembali kedalam masyarakat yang bersangkutan. Selain daripada itu dapat dimaklumi bahwa menjadi buronan selama dalam jangka waktu tersebut sudah merupakan hukuman tersendiri bagi tersangka yang bersangkutan. Dari segi kepastian hukum sewajarnya bila dalam waktu tertentu harus dihentikan usaha pengejaran atau penuntutan, yang penting adalah bahwa usaha penyidikan yang berlarut-larut tidak akan menyidik masyarakat untuk menunjukkan kepercayaan kepada hukum.

 Tenggang waktu daluwarsa terutama dalam pasal 78 KUHP ayat (1) ke 4 dimana ditentukan delapan belas tahun untuk perbuatan pidana yang diancam dengan pidana mati seakan-akan menyuruh pelakunya untuk menghindar dari usaha penuntutan selama tenggang waktu tersebut. Pernyataan diatas mengisyaratkan masih diperlukan perpanjangan tenggang waktu tersebut. Demi kepastian hukum kiranya perlu ditentukan pengakhiran dari usaha penuntutan dimana tenggang waktu itu tidaklah adil jika tidak dibedakan, yang penting adalah pelaksanaan tugas dari penyidik atau penuntut umum lebih diintensifkan sehingga tenggang waktu itu sebenarnya cukup untuk pelaksanaan tugas-tugas penyidikan dan penuntutan.

 Tenggang waktu daluwarsa dimulai pada sehari setelah perbuatan itu dilakukan, dan beberapa hal titik permulaan menghitung tempo daluwarsa itu diistimewakan, misalnya :

a. Dalam perkara memalsu dan merusakkan uang, pasal 244 KUHP dan sebagainya maka yang dipakai bukan saat perbuatan pemalsuan atau perusakan itu dilakukan, akan tetapi saat pemakaian benda yang dipalsu dan sebagainya itu, oleh karena apabila tidak demikian, maka orang dapat mempergunakan benda-benda yang dipalsu tanpa mendapat hukuman, asal benda-benda itu cukup lama ditahannya;

b. Dalam perkara melarikan orang, penculikan dan merampas kemerdekaan orang sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal 328, 329 dan 333 KUHP, maka yang dipakai bukan saat perbuatan melarikan diri, menculik dan merampas kemerdekaan, akan tetapi saat dilepaskan atau matinya orang diculik dan sebagainya itu. Apabila tidak ditentukan demikian, maka akan mungkin terjadi kejahatan-kejahatan itu menjadi kedaluwarsa, sebelum diketahuinya;

c. Dalam perkara pelanggaran-pelanggaran peraturan tentang burgerlijk stand (pencatatan kawin), pasal 556 s/d 558 KUHP, yang dipakai bukan saat perbuatan pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan akan tetapi saat daftar pencatatan yang bersangkutan itu telah diserahkan ke kantor panitera pengadilan negeri, karena pada saat itu pelanggaran-pelanggaran itu baru diketahui (pasal 79 KUHP). 2)
 Apabila seseorang pada suatu saat melakukan kejahatan atau pelanggaran tetapi terhadap orang itu tidak segera diadakan penuntutan karena perbuatan pidananya belum diketahui secara pasti atau orangnya melarikan diri maka apabila saat melakukan atau pelanggaran itu telah lewat waktu sebagaimana ditentukan jangka waktunya oleh undang-undang, terhadap si terdakwa tidak dapat dilakukan penuntutan lagi karena hak untuk mengadakan penuntutan telah gugur. Gugurnya hak untuk mengadakan penuntutan disebut daluwarsa.

1) R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1980, hal. 79.


2) R.Soesilo, Op.Cit, hal. 99.





